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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, sanksi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak pada KUKM di Kecematan Sekupang Kota Batam. Dengan sampel sebanyak 50 responden. Data yang
diperoleh dengan menggumpulkan data primer berupa kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan simple ran-
dom sampling dan analisis data pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang diolah dengan
menggunakan software SPSS versi 23. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman, kesadaran
dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman, kesadaran
dank sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Koperasi Usaha Kecil Menengah
di Kecematan Sekupang Kota Batam.

Kata Kunci ; Pemahaman,kesadaran, sanksi,kepatuhan wajib pajak
Abstract

This study aims to determine the effect of understanding, awareness, tax sanctions on taxpayer compliance at
KUKM in Kecamatan Sekupang Batam City. With a sample of 50 respondents. Data obtained by collecting primary
data in the form of questionnaires. Sampling using simple random sampling and data analysis in this research is
multiple linear regression model that is processed by using software SPSS version 23.The results of this analysis
indicate that partially understanding, awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.
Simultaneously, understanding, awareness and sanction of taxes have a significant effect on taxpayer compliance on
Small and Medium Business Cooperatives in Batam Sekupang Subdistrict.

Keywords ; Understanding, awareness, sanction, taxpayer compliance

PENDAHULUAN bagai regulered artinya pajak sebagai alat
) ] ) ) untuk mengatur atau melaksanakan ke-

Pajak berfungsi sebagai budgetair- bijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
regulere artinya pajak sebagai sumber dana ekonomi. Rochmat Soemitro (2006) mem-
bagi pemerintah untuk membiayai penge- berikan definisi pajak sebagai iuran rakyat
luaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi se- kepada kas negara berdasarkan Undang-
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Undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.

Salah satu upaya yang dilakukan yai-
tu program ekstensifikasi (penambahan basis
pajak) dan intensifikasi (optimalisasi pen-
erimaan dari Wajib Pajak yang sudah ada)
untuk mengejar target penerimaan pajak.
Ekstentifikasi dilakukan padaWajib Pajak
perseorangan dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (www.pajak.go.id, 2012). Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan salah satu kekuatan pendorong
terdepan dalam pembangunan ekonomi.
Meski UMKM berperan dominan terhadap
perekonomian nasional, apabila dikaitkan
dengan pemenuhan kewajiban perpajakan,
terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak
UMKM masih belum memadai terutama di
Kota Batam

Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan
oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap pera-
turan perpajakan (NirawanAdiasa, 2013).
Pemahaman merupakan suatu proses dari
berjalannya pengetahuan seseorang. Mes-
kipun Direktorat Jenderal Pajak telah be-
rusaha membuat Wajib Pajak dan masyara-
katmen jadi mudah dalam memahami dan
melaksanakan kewajiban perpajakannya,
namun pada kenyataannya ada beberapa
Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan benar
secara suka rela (voluntary) dikare-
nakanWajib Pajak kurang memahami ke-
tentuan/kewajiban di bidang perpajakan.
Tidak semua wajib pajak  memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang baik
mengenai perpajakan. Di Batam,
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
masih cukup rendah. Pemahaman wajib
pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat
dari masih ada wajib pajak yang belum
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memahami Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang
melakukan kesalahan dalam pengisian SPT
tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) sudah menyediakan buku petunjuk
dan tempat pelayanan terpadu yang selalu
sedia setiap saat melayani wajib pajak
dengan segala kepentingan dan
permasalahannya. Apabila Wajib Pajak tid-
ak paham atau tidak memiliki pengetahuan
yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu
akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak KUKM di Kota Ba-
tam adalah kesadaran untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak (Widi Widodo,
2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi
perpajakan sebagai pembiayaan negara san-
gat diperlukan untuk meningkatkan kepatu-
han wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran
merupakan unsur dalam manusia untuk me-
mahami realitas dan bagaimana cara bertin-
dak atau menyikapi terhadap realitas. Dalam
sistem pemungutan pajak self assessment
system tentu kesadaran Wajib Pajak menjadi
hal yang perlu diperhatikan dalam upaya
meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pa-
jak. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya
memenuhi kewajiban pajaknya dalam rang-
ka ikut berkontribusi pada pembangunan
bangsa dan negara sangat berperan penting
dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pa-
jak. Kesadaran wajib pajak tidak saja tergan-
tung dari penyuluhan dan pelayanan pajak
yang optimal, namun tergantung dari sistem
data yang akurat. Agar aparat pajak menya-
dari perannya sebagai petugas pajak yang
harus memberikan pelayanan sebaik mung-
kin dengan memberikan kemudahan dan
mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi
dalam memenuhi kewajibannya sebagai
warga negara yang baik. Apabila kesadaran
Wajib Pajak tinggi yang datang dari motiva-
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si untuk membayar pajak, maka kemauan
untuk membayar pajak pun akan tinggi dan
pendapatan negara dari pajak akan mening-
kat.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi,
maka harus ada sanksi perpajakan bagi para
pelanggarnya. Wajib Pajakakan memenuhi
kewajiban perpajakannya bila memandang
bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak
merugikannya (Nurgoho, 2006). Berbagai
kasus yang menyeret aparatur pajak bebera-
pa tahun terkhir ini menimbulkan sikap
skeptisisme wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan mere-
ka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang
mereka bayar menja dikonsumsi pribadi pa-
ra aparatur pajak. Dengan adanya kejadian
ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk
menimbulkan kembali kesadaran wajib pa-
jak. Masyarakat harus sadarakan
keberadaannya sebagai warga Negara dan
harus selalu menjunjung tinggi Undang —
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan Negara. Dari sudut pan-
dang yuridis, pajak memang mengandung
unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi
hukum vyang bisa terjadi. Pengenaan
konsekuansi tersebut dikenal dengan sanksi-
sanksi perpajakan. Wajib pajak badan mau-
pun pribadi yang melanggar ketentuan
perpajakan akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap
wajib pajak yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau
keduanya.  Sanksi  administrasi  yang
dikenakan pada pelanggar pajak berupa
bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa
bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda
administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak
(STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan
Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak
(SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa
kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi
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pidana dapat berupa denda pidana, pidana
kurungan, serta pidana penjara. Berbagai
macam sanksi pajak yang dikenakan kepada
wajib pajak yang melanggar peraturan
perpajakan dianggap memberatkan bagi
wajib pajak sehingga banyak wajib pajak
yang kemudian enggan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak
adalah konstribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan un-
tuk keperluan negara bagi sebesar besarnya
untuk kesejahteraan rakyat Sesuai ketentuan
dalam undang-undang perpajakan, mem-
bayar pajak bukanlah hanya kewajiban, teta-
pi juga merupakan hak bagi setiap warga
negara untuk ikut berpartisipasi dalam ter-
hadap pembiayaannegara dan pembangunan.

Dari masalah yang diuraikan diatas
membuat saya tertarik dalam melakukan
penelitian ini, maka dari itu saya memilih
judul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran,
dan sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak”.
Batasan Masalah Penelitian

Mengingat keterbatasan ruang ling-
kup yang dilakukan dalam penelitian. Untuk
membatasi masalah yang di teliti, untuk itu
masalah yang akan di teliti oleh penulis ada-
lah pengaruh pemahaman wajib pajak,
kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan
wajib pajak pelaku usaha mikro. Dalam
populasi dan sampel yang akan diambil baik
yang telah terdaftar sebagai wajib pajak
maupun yang belum.

TINJUAN PENELITIAN
Pemahaman Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indo-
nesia (2005) pemahaman dapat diartikan
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sebagai proses, perbuatan, cara memahami
atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak
memahami peraturan perpajakan secara
jelas cenderung akan menjadi wajib pajak
yang tidak taat.

Dengan adanya pengetahuan perpa-
jakan tersebut akan membantu kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak, se-
hingga tingkat kepatuhan akan meningkat.
Pada umumnya seseorangf yang memiliki
pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap
hak dan kewajibanya, tanpa harus dipaksa-
kan dan diancam oleh beberapa sanksi dan
hukuman. Wajib pajak yang berpenge-
tahuan tentag pajak, secara sadar diri akan
patuh membayar pajak. Mereka telah
mengetahui bagaimana alur penerimaan pa-
jak tersebut akan berjalan, sehingga akhirn-
ya manfaat membayar pajak tersebut dapat
dirasakan nya.

Berdasarkan penelitian Nur Ima-
niyah dan Bestari Dwi Handayani penge-
tahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur
dengan pendidikan terakhir, pendidikan pa-
jak formal, pengetauan tentang PKB,
pengetahuan tentang PKB, pengetahuan
tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang
sanksi perpajakan.

Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang
perpajakan yang turut memberikan gagasan
terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang
dikemukakan tentunya berbeda antara satu
dengan yang lainnya, namun pada dasarnya
berbagai macam definisi yang dikemuka-
kan oleh para ahli tersebut mempunyai inti
atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa
definisi pajak yang dikemukakan oleh para
ahli:

1. Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat
soemitro, SH (Achmad Tjahjono, 2000).
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
Negara (peralinan kekayaan dari sektor
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partikel ke sektor pemerintah) berdasar-
kan undang-undang (dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(tegen prestatie) yang langsung dapat di-
tunjuk dan yang digunakan untuk mem-
biayai pengeluaran umum.

2. Dikemukakan oleh S. i. Djajadiningrat
Pajak sebagai suatu kewajiban menye-
rahkan sebagian dari pada kekayaan ke
kas Negara disebabkan suatu keadaan,
kejadian dan perbuatan yang mem-
berikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
balik dari Negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan umum.

3. Dikemukakan oleh Prof. Dr.P. J. A. An-

driani (waluyo,2002)
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak membayarnya menurut pera-
turan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat
dituju, dan digunakan adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berubungan dengan tugas Negara
yang menyelenggarakan pemerintahan.

4. Menurut R. Santoso Brotodihardjo da-
lam Achmad Tjahjono (2000:3)

Pajak adalah peralihan kekyaan dari
pihak rakyat kepada kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan “sur-
plus”. Digunakan untuk “public saving”
yang merupakan sumber utama untuk
membiayai “public investment”.
Berdasarkan definisi pajak dari be-
berapa ahli, maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah
kontribusi wajib kepada Negara yang bersi-
fat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapat jasa timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keper-
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luan Negara bagi kemakmuran dan kese-
jahteraan rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak
Achmad Tjahjono dalam bukunya
perpajakan (2000). Mengemukakan bahwa
dalam memunggut pajak dikenal beberapa
sistem pemungutan, yaitu:
1. Official Assesment System
Suatu system pemungutan pajak
dimana besarnya pajak yang ha-
rus dilunasi atau pajak yang
terutang oleh wajib pajak diten-
tukan oleh fiskus (dalam hal ini
wajib pajak bersifat pasif).
2. Self Assesment System
Suatu system pemungutan pajak
dimana wewenang menghitung
besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak diserahkan
oleh fiskus kepada wajib pajak
yang bersangkutan, sehingga
dengan system ini wajib pajak
harus aktif untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan kepa-
da kantor pelayanan pajak
(KPP), sedangkan fiskus hanya
bertugas memberikan  pen-
erangan dan pengawasan.
3. With Holding system
Suatu cara pemungutan pajak
dimana penghitungan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib
pajak dilakukan oleh pihak keti-
ga.

Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi
sebagai sumber keuangan Negara. Namun,
terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi
lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pa-
jak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan
dijelaskan mengenai masing-masing fungsi
pajak tersebut (achmad Tjahjono, 2000) :
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1. Sumber Keuangan Negara (Budg-

etair)
Fungsi sumber keuangan Negara
atau fungsi pajak untuk me-
masukkan uang kas ke Negara
atau dengan kata lain fungsi pajak
sebagai sumber penerimaan Nega-
ra dan digunakan untuk penge-
luaran-pengeluaran negara baik
pengearan rutin maupun penge-
luaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau non budg-
etair (fungsi regularend)
Disamping usaha untuk me-
masukkan uang sebanayak mung-
kin ke kas negara, pajak dimasuk-
kan sebagai usaha pemerintah un-
tuk turut campur tangan dalam hal
mengatur dan, bilamana perlu
mengubah susunan pendapatan
dan kekayaan dalam  sector
swasta. Pada fungsi mengatur,
pemungutan pajak digunakan se-
bagai alat sosial serta untuk men-
capai tujuan-tujuan tertentu yang
letaknya diluar bidang keuangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan menge-
tahui atau mengerti, sedangkan perpajakan
adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan
adalah keadaan mengetahui atau mengerti
perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah
kerelaan memnuhi kewajibanya, kesadaran
wajib pajak dengan rela memberikan in-
formasi,kesadaran wajib pajak terhadap
tujuan pemungutan pajak dan termasuk rela
memberikan  kontribusi  dana  untuk
pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara
membayar kewajiban pajak sumber dari
penelitian arief bachma, rindah febriana
suryawati, dan gita arasy Harwida (2008)

Kesadaran perpajakan adalah suatu
sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa
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konstelasi komponen kognitif, efektif dan
konaktif., yang berinteraksi dalam me-
mahami, merasakan dan berprilaku ter-
hadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran
perpajakan berkonsekuensi logis untuk
wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak
memeberikan  kontribusi  dana  untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara
membayar kewajiban pajaknya secara tepat
waktu dan tepat jumlah (tarjo dan suar-
juwono, 2005:126).

Berdasakan penelitian arief rachman
dkk, kesadaran wajib pajak merupakan
konstelasi komponen kognitif, affektif,
konagtif, yang berinteraksi dalam me-
mahami, merasakan, dan berprilaku ter-
hadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran
perpajakan berkonsekuensi logis untuk para
wajib pajak agar mereka rela memberikan
kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi
perpajakan, dengan cara membayar
kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan
tepat jumlah.

Peraturan Wajib Pajak

Wajib pajak harus melaksanakan aturan
itu dengan benar dan sukarela. Jadi,
kesadarn wajib pajak adalah suatu kondisi
dimana wajib pajak mengetahui, mengakui,
menghargai dan mentaati ketentuan perpa-
jakan yang berlaku serta memiliki
kesungguhan dan keinginan untuk memen-
uhi  kewajiban pajaknya. Wajib pajak
dikatakan memiliki kesadaran apabila (
Manik Asri,2009):

1. Mengetahui adanya undang-
undang dan Kkententuan perpa-
jakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk
pembiayaan Negara.

3. Memahami bahwa kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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4. Memahami fungsi pajak untuk
pembiayaan Negara.

5. Menghitung, pembayaran,
melaporkan pajak dengan benar
dan suka rela

Sanksi Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa
hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar peraturan.

Peraturan undang-undang merupakan
rambu-rambu  bagi  seseorang  untuk
melakukan sesuatu mengenai apa yang ha-
rus dilakukan dan apa yang seharusnya tid-
ak dilakukan. Sanksi diperlukan agar pera-
turan atau undang-undang tidak dilanggar
(Arum 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi
penting karena pemeirintah Indonesia mem-
ilih menerapkan self assessment system da-
lam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.
Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu
yang diatur dalam undang-undang perpa-
jakan yang berlaku agar pelaksanaan
pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai
dengan target yang diharapkan. Apabila
kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan,
maka ada konsekuensi hukum yang bias ter-
jadi karena pajak mengandung unsur
pemaksaan konsekuensi tersebut adalah
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam undang-undang no 16 tahun
2009 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan disebutkan bahwa ada dua
macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
a. Sanksi administrasi berupa

denda.

b. Sanksi administrasi berupa
bunga.

c. Sanksi administrasi berupa
kenaikan.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
a. Pidana kurungan.
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b. Pidana penjara.

Muliari dan Setiawan (2010) men-
jelaskan bahwa sanksi perpajakan merupa-
kan jaminan bahwa ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan  perpajakan  (norma
perpajakan) akan diturut/ditaati/dipatuhi,
dengan kata lain sanksi perpajakan merupa-
kan alat pencegah agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan. Pandangan
tentang sanksi perpajakan tersebut diukur
dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan
bagi pelanggar aturan pajak
cukup berat.

2. Sanksi administrasi yang
dikenakan bagi pelanggar aturan
pajak sangat ringan.

3. Pengenaan sanksi yang cukup
berat merupakan salah satu sa-
rana mendidik wajib pajak.

4. Sanksi pajak harus dikenakan
kepada pelanggarnya tanpa tol-
eransi.

5. Pengenaan sanksi atas pelang-
garan pajak dapat dinegosi-
asikan. Arum (2012) bahwa
pemberian sanksi (law enforce-
ment) tanpa pandang bulu dan
dilaksanakan secara konsekuen
merupakan cara Yyang paling
efektif dari lima hal diatas. Na-
mun, sekarang ini banyak wajib
pajak yang menganggap remeh
sanksi perpajakan. Wajib pajak
berfikir bahwa sanksi perpa-
jakan yang dikenakan tidaklah
menakutkan. ~ Wajib  pajak
bahkan tidak segan untuk me-
nyuap aparat pajak agar dapat
terbebas dari sanksi. Pengenaan
sanksi perpajakan bertujun un-
tuk  menciptakan  kepatuhan
wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpa-
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jakan nya. Beberapa hasil
penelitian yang dilakukan seper-
ti Muliari dan Setiawan (2010),
dan Arum (2012) mengenai
sanksi perpajakan menunjukkan
bahwa sanksi perpajakan ber-
pengaruh  positif  terhadap
kepatuhan wajib pajak. Semakin
tinggi atau beratnya sanksi,
maka akan semakin merugikan
wajib pajak. Oleh sebab itu,
sanksi perpajakan diduga akan
berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus bahasa Indonesia,
kepatuhan tunduk atau patuh pada ajaran
atau aturan. Sedangkan menurut Agus budi-
atmanto (1999) sebagaimana dikutip dalam
Ratriana Dyah Safri (2013 kepatuhan adalah
motivasi seseorang, kelompok atau organ-
isasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai
dengan aturan yang di tetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) se-
bagaimana dikutip  dalam  penelitian
Mir’atusholihah (2014,  mendifinisikan
kepatuhan wajib pajak sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan
melaksankan hak perpajakannya.

Dalam penelitian Sri Rustiyaningsih
(2011) kepatuhan perpajakan diartikan se-
bagai suatu keadaan yang mana wajib pajak
patuh dan mempunyai kesadaran dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Norman D
Nowak  sebagaimana  dikutip  dalam
penelitian ~ Sri Rustiyaningsih  (2011)
mengemukakakan kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin
dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha

untuk memahami semua ketentu-
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3.

4.

an peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Mengisi formulir pajak dengan
lengkap dan jelas.

Menghitung jumlah pajak yang
terutang dengan benar.
Membayar pajak yang terutang
tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010)

sebagaimana dikutip dalam penelitian Ar-
tiningsih  (2013) kepatuhan wajib pajak
dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.

Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal vyaitu suatu
keadaan dimana wajib pajak
memenuhi  kewajiban  secara
formal sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang perpa-
jakan. Kepatuhan formal mere-
fleksikan pemenuhan kewajiban
penyetoran dan pelaporan pajak
sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.

Keptuhan Materiil

Kepatuhan mareriil lebih
menekankan pada aspek sub-
stansinya yaitu jumlah pem-
bayaran pajak telah sesuai
dengan ketentuan. Dalam arti
perhitungan dan penyetoran pa-
jak telah benar

Kreteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan menteri keu-
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tuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut.

3. SPT masa yang terlambat se-
bagaimana dimaksud dalam hu-
ruf b telah di sampaikan tidak
lewat dari atas waktu penyam-
paian SPT masa pajak Dberi-
kutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pa-
jak semua jenis pajak.

a. Kecuali telah memperoleh
izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

b. Tidak termasuk tunggukan
pajak sehubungan dengan
SPT yang diterbitkan untuk
2 tahun masa pajak terakhir.

5. Tidak pernah dijatuhkan huku-
man karena melakukan tindakan
pidana di bidang perpajakan da-
lam jangka waktu 10 tahun tera-
Khir.

6. Dalam hal laporan keuangan di-
audit oleh akuntan publik atau
badan pengawasan keuangan dan
pembangunan harus dengan pen-
dapat wajar tanpa pengecualian
atau dengan pendapatan wajar
tanpa pengecualian atau dengan
pendapat wajar dengan pengec-
ualian tersebut tidak
mempengaruhi laba rugi fiscal.
Laporan audit harus :

a. Disusun dalam bentuk pan-

jang (long form report)

angan nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3
juni 2003 wajib pajak dikatakan patuh apa-
bila

b. Menyajikan rekonsiliasi laba
rugi komersial dan fiscal.

1.

Tepat waktu menyampaikan su-
rat pemberitahuan tahunan dalam
2 tahun terakhir.

Dalam tahun terakhir penyam-
paian SPT masa yang terlambat
tidak lebih dari 3 masa pajak un-

Kerangka berfikir

Adapun kerangka pemikiran yang
dapat di gambarkan pada gambar sebagai
berikut:

Pemahaman
pajak

(X1)
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\

Kepatuhan
Kesadaran \ waiib pajak
pajak
(X2) (Y2)
Sanksi pajak |~
(X3)
Hipotesis

H1 : Diduga ada pengaruh pemahaman
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
pada KUKM wilayah Sekupang.

H2 : Diduga ada pengaruh kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada
KUKM wilayah Sekupang.

H3 : Diduga ada pengaruh sanksi wajib pa-
jak terhadap kepatuhan wajib pajak pada
KUKM wilayah Sekupang.

H4 : Diduga ada pengaruh pemahaman,
kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan
wajib pajak Pada KUKM wilayah Sekupang.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian

Jenis  penelitian  ini  termasuk
penelitian  yang  bersifat  kuantitatif.
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian
yang menunjukkan pengaruh. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel bebas
(independent variable) adalah pemahaman
pajak X1, kesadaran pajak X2, sanksi pajak
X3, dan kepatuhan wajib pajak X4. Objek
penelitian ini dilaksanakan Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah di Kota Batam,
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yang berlokasi di sekupang. Dilakukan atas
pertimbangan bahwa adanya kesedian un-
tuk memberikn informasi yang diperlukan
sesuai dengan penelitian.

Data pelaku KUKM yang berada di
Sekupang adalah sebanyak 50.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
KUKM vyang berada di Kota Batam, khu-
susnya yang berada di wilayah Sekupang.
Responden pada penelitian ini adalah
pimpinan dari KUKM atau juga staff
KUKM. Pada penelitian ini, peneliti menen-
tukan sampel dengan menggunakan metode
Simple Random Sampling vyaitu teknik
pengambilan anggota sampel dari populasi
secara acak tanpa memperhatikan strata
yang ada di dalam populasi itu. Hal ini dil-
akukan karena anggota populasi dianggap
homogen (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini,
penulis mengambil sampel KUKM dengan
beberapa kriteria sebagai berikut:

1. KUKM vyang berdiri dan tersebar di
daerah Batam khususnya Kecematan
Sekupang sebanyak 217.

2. Sektor bisnis KUKM yang menjadi
sasaran penelitian di bidang, yaitu (i)
sektor perdagangan, (ii) sektor indus-
tri pengolahan, dan (iii) sektor jasa.

3. KUKM vyang masih aktif di Kece-
matan Sekupang

4. Tarif PPH final UKM atas peredaran
bruto dibawah omzet usaha 4.8 mil-
iar dalam 1 tahun

5. Tahun pendaftaran di dinas KUKM 3
tahun terakhir

Adapun Roscoe dalam
sugiyono(2012:74), menyebutkan beberapa
saran terkait dalam ukuran sampel dalam
penelitian adalah sebagai berikut :



Coefficients?

Stand
ardiz
ed
Unstandard- | Coef-
ized Coeffi- | fi-
cients cients| T | Sig.
Std.
Model B | Error | Beta
(Con- 15 745 2.756 2,086 | .043
stant)
Pema-
haprg?” 183 | .089 | .266 |2.044| .047
jak(X1)
Kesadar
anPa- | .175 | .100 | .224 |1.745| .088
jak(X2)
Sanksi
Pa- 317 | .115 | .360 | 2.754 | .008
jak(X3)
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pa-
jak(Y)

1. Ukuran sampel yang layak dalam
penelitian adalah antara 30 sam-
pai 500 orang.

2. Bila dalam penelitian akan
melakukan analisis dengan mul-
tivariate (korelasi atau regresi
berganda  misalnya), maka
jumlah

3. anggota sampel minimal 10 kali
dari jumlah variabel yang diteliti.
Misalnya variabel penelitiannya
ada 5 (indenpenden+dependen),
maka jumlah anggota sampel =
10 x 50 = 50

4. Untuk penelitian eksprimen yang
sederhana yang menggunakan
kelompok eksprimen dan ke-
lompok control, maka jumlah
anggota sampel masing-masing
kelompok antara 10 s/d 20
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Jumlah sampel yang akan diambil
dalam penelitian ini dihitung dari
variabel penelitian (4), maka jumlah
sampel minimalnya yaitu 10 x 4 =
40. Dalam penelitian ini jumlah
sampel yang digunakan sebanyak 50
responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA-
SAN
Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis dalam penelitian ini

digambarkan dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil uji regresi linear

berganda yang ditunjukkan pada tabel diat-
as, maka dibawah ini adalah persamaan re-
gresi linear berganda pada rumus sebagai
berikut:

Y’=a+b1X1+boXo+h3X3

Y’=5,748 + (0,183) + (0,175) +

0,317

Persamaan regresi tersebut dapat di-

jelaskan sebagai berikut ini:

a. Nilai constant 5,748 menunjuk-
kan bahwa jika variabel Pema-
haman Pajak , Kesadaran Pajak,
dan Sanksi Pajak , maka Kepatu-
han Wajib Pajak sebesar 5,748

b. Koefisien regresi Pemahaman
Pajak bernilai positif sebesar
0,183 artinya jika indenpenden
lainnya tetap dan Pemahaman
Pajak kenaikan satu satuan .
Maka nilai Kepatuhan Wajib Pa-
jak mengalami penurunan sebe-
sar 0,183. Kaoefisien bernilai
negatif artinya terjadi hubungan
negatif antara Pemahaman Pajak
dengan Kepatuhan Wajib Pajak,
semakin besar Pemahaman Pajak
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maka semakin menurun nilai
Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Koefisien regresi Kesadaran Pa-
jak sebesar 0,175 menunjukkan
bahwa jika nilai  variabel
Kesadaran Pajak mengalami ke-
naikan satu satuan. Maka nilai
Kepatuhan Wajib Pajak men-
galami penurunan sebesar 0,175.
Koefisien bernilai negatif artinya
terjadi hubungan negatif antara
Kesadaran Pajak dengan Kepatu-
han Wajib Pajak, semakin besar
Kesadaran Pajak maka semakin
menurun nilai Kepatuhan Wajib
Pajak.

d. Koefisien regresi Sanksi Pajak
sebesar 0,317  menunjukkan
bahwa jika nilai variabel Sanksi
Pajak mengalami kenaikan satu
satuan. Maka nilai Kepatuhan
Wajib Pajak mengalami kenaikan
sebesar 0,317. koefisien bernilai
positif artinya terjadi hubungan
positif antara Sanksi  Pajak
dengan Kepatuhan Wajib Pajak,
semakin besar Sanksi Pajak maka
semakin meningkat Kepatuhan
Wajib pajak.

PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk men-
guji pengaruh pemahaman, kesadaran dan
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
di kecematan Sekupang Kota Batam. Ber-
dasarkan hasil penelitian, maka pembahasan
penelitian ini sebagai berikut:
1. Pemahaman pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak
Hasil  penelitian  mendukung
hipotesis pertama yang diajukan
pada penelitian ini adalah bahwa
pemahaman pajak berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak di kece-
matan Sekupang. Hal ditunjuk-
kan nilai koefisien regresi varia-
bel bebas pertama sebesar 0,183
satuan. Serta nilai t piwng 2,044 >
2,011 dengan nilai signifikan
yang di hasilkan 0,047 < (lebih
kecil dari) 0,05 yang mengindi-
kasikan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang sebelumnya dil-
akukan oleh Dewi Kusuma
Wardani, Sochi  Rusmawanti
(2015) yang menyebut bahwa
pemahaman pajak teknis perpa-
jakan berpengaruh positif signif-
ikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dimana pentingannya da-
lam menentukan sikap dan pril-
aku  wajib  pajak  dalam
melaksanakan kewajiban pajak-
nya.

. kesadaran pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian hipotesis kedua
yang diajukan pada penelitian ini
adalah bahwa kesadaran pajak
tidak  berpengaruh  terhadap
kepatuhan wajib pajak di kece-
matan Sekupang. Hal ditunjuk-
kan nilai koefisien regresi varia-
bel bebas kedua sebesar 0,175
satuan ~ menyatakan  bahwa
penurunan nilai kepatuhan wajib
pajak pajak sebesar 1 unit dan
penurunan nilai kesadaran pajak
sebesar 1 unit. Serta nilai t pitung
1,745 < 2,011 dengan nilai sig-
nifikan yang di hasilkan 0,088 >
(lebih besar dari) 0,05 yang
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mengindikasikan bahwa pema-
haman pajak tidak

berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang sebelumnya dil-
akukan oleh Agnes Sophia
Irmawati (2015) yang menyebut
bahwa kesadaran pajak teknis
perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut disebabkan karena
masih  kurangnya  kesadaran
pelaku KUKM terhadap pent-
ingnya pajak bagi kesejahteraan
masyarakat ~ serta  minimnya
pengetahuan tentang perpajakan
bahwa pajak berfungsi untuk
membiayai pembangunan Kota
Batam. Sampai saat ini kesadaran
membayar pajak bagi pelaku
KUKM masih belum mencapai
tingkat sebagaimana yang di
harapkan. Umumnya masyarakat
masih sinis dan kurang percaya
terhadap keberadaan pajak kare-
na masih merasa sama dengan
memberatkan,  pembayarannya
sering mengalami  kesulitan,
ketidak mengertian masyarakat
apa dan bagaimana pajak
menghitung, melaporkannya ri-
bet. Namun masih ada upaya
yang dapat dilakukan sehingga
masyarakat sadar sepenuhnya un-
tuk membayar pajak dan ini
bukan sesuatu mustahil terjadi.
Ketika masyarakat memiliki
kesadaran maka membayar pajak
akan dilakukan secara sukarela
bukan keterpaksaan.

. Sanksi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak
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Hasil  penelitian  mendukung
hipotesis ketiga yang diajukan
pada penelitian ini adalah bahwa
Sanksi pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatu-
han wajib pajak di kecematan
Sekupang. Hai ini ditunjukkan
nilai koefisien regresi variabel
bebas ketiga sebesar 0,317 satu-
an. Serta nilai t piwng 2,754 >
2,011 dengan nilai signifikan
yang di hasilkan 0,008 < (lebih
kecil dari) 0,05 yang mengindi-
kasikan bahwa kesadaran pajak
berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang sebelumnya dil-
akukan oleh Sri Putri Tita Mutia
(2014) yang menyebut bahwa
sanksi pajak teknis perpajakan
berpengaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal ini berarti semakin tinggi
sanksi pajak maka kepatuhan
wajib pajak akan tercapai.

. Pengaruh pemahaman, kesadaran

dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini men-
dukung hipotesis ke empat bah-
wa variabel pemahaman pajak,
kesadaran pajak dan sanksi pajak
bersama-sama berpengaruh
secara  signifikan  terhadap
kepatuhan wajib pajak di kece-
matan Sekupang Kota Batam.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai
Fhitung S€besar 5,346 > Fiapel SEbE-
sar 2,81. Dengan nilai signifikan-
si yang diperoleh sebesar 0,003,
dimana nilai tersebut lebih kecil
dari 0,05. Maka HO04 ditolak dan
Ha4 diterima, ini berarti bahwa
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Pemahaman, Kesadaran, dan
Kesadaran pajak secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang sebe-
lumnya dilakukan oleh Ella
Widyastuti (2015) yang menye-
but bahwa pengaruh pemahaman,
kesadaran, sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak ber-
pengaruh positif signifikan ter-
hadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pemahaman pajak memberikan
pengaruh  signifikan  dimana
dapat dilihat pada tabel 4.12
menunjukkan bahwa t hiwng 2,044
>t e 2,011. Berdasarkan hasil
pengujian diperoleh nilai signif-
ikan > dari 0,05 yaitu sebesar
0,047, maka HO1l ditolak dan
Hal diterima yang artinya pema-
haman pajak secara parsial ber-
pengaruh dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran pajak memberikan
pengaruh  signifikan  dimana
dapat dilihat pada tabel 4.12
menunjukkan bahwa t hiwung 1,745
<t et 2,011. Berdasarkan hasil
pengujian diperoleh nilai signif-
ikan < dari 0,05 yaitu sebesar
0,088, maka HO02 diterima dan
Ha2 ditolak vyang artinya
kesadaran pajak secara parsial
tidak berpengaruh dan tidak sig-
nifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak
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3. Sanksi pajak memberikan

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka
penulis memberikan saran/usulan sebagai

berikut:

1.

pengaruh  signifikan  dimana
dapat dilihat pada tabel 4.12
menunjukkan bahwa t hitung 2,754
>t el 2,011, Berdasarkan hasil
pengujian diperoleh nilai signif-
ikan > dari 0,05 yaitu sebesar
0,008, maka HO03 diterima dan
Ha3 ditolak yang artinya
kesadaran pajak secara parsial
berpengaruh dan signifikan ter-
hadap kepatuhan wajib pajak
pemahaman pajak, kesadaran pa-
jak dan sanksi pajak bersama-
sama berpengaruh secara signif-
ikan terhadap kepatuhan wajib
pajak di kecematan Sekupang
Kota Batam. Hala ini ditunjuk-
kan dengan nilai

Fhitung S€besar 5,346 > Fiapel SEbE-
sar 2,81. Dengan nilai signifikan-
si yang diperoleh sebesar 0,003,
dimana nilai tersebut lebih kecil
dari 0,05. Maka HO04 ditolak dan
Ha4 diterima, ini berarti bahwa
Pemahaman, Kesadaran, dan
Kesadaran pajak secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

Diharapkan ditjen pajak harus
memberi perhatian lebih seperti
memberikan  sosialisasi  atau
penyuluhan agar meningkatkan
pemahaman peraturan pajak
kepada pelaku KUKM terhadap
golongan koperasi usaha kecil
menengah di Kota Batam khu-
susnya Kecematan Sekupang,
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karena potensi pajak dari sector
ini cukup tinggi.

2. Untuk kesadaran wajib pajak
maka yang harus diberikan
pengertian dan pemahaman me-
lalui sosialisasi bahwa
partisipasi wajib pajak dalam
menunjang pembangunan Kota
Batam, dimana wajib pajak
seharusnya memahami pent-
ingnya pembayaran pajak, di-
antarnya melakukan upaya-
upaya sosialisasi perpajakan
yang lebih menarik,inovatif dan
tidak kaku sehingga wajib pajak
akan lebih sadar dan peduli un-
tuk  melaporkan  kewajiban
perpajakannya,terutama
pelaporan SPT. Dan semakin
sering melakukan penyuluhan
diberbagai tempat agar semakin
banyak masyarakat yang me-
mahami perpajakan yang bisa
membantu mereka menyadari
pentingnya membayar pajak.

3. Untuk sanksi pajak maka yang
harus diberikan focus perhatian
adalah pada sanksi administrasi,
dimana wajib pajak seharusnya
memahami sanksi yang diberi-
kan semaki berat agar membuat
wajib pajak jera dan
melaksanakan kewajiban perpa-
jakannya dengan baik dan sesuai
dengan ketentuan. Secara tegas
memberlakukan sanksi agar
wajib  pajak patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpa-
jakan dan tidak meremehkan
sanksi yang ada.
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